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uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul 

“Komunikasi Pemerintahan dalam e-Government” ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus 

optimisme penulis terhadap perubahan besar yang sedang terjadi 

dalam tata kelola pemerintahan di era digital. Transformasi 

teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara 

mendasar cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, 

mengelola informasi publik, serta merumuskan kebijakan. 

Perkembangan e-government tidak hanya menuntut inovasi 

teknis, tetapi juga perubahan paradigma komunikasi pemerintahan. 

Informasi kini mengalir lebih cepat, transparansi menjadi tuntutan 

utama, dan partisipasi publik dapat dilakukan secara langsung 

melalui ruang digital. Dalam konteks ini, peran komunikasi 

pemerintahan menjadi semakin strategis untuk membangun 

kepercayaan publik, mencegah disinformasi, dan memastikan 

kebijakan berbasis data dapat dipahami dan diterima masyarakat. 

Buku ini disusun untuk memberikan wawasan komprehensif 

mengenai bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan teknologi 

digital termasuk media sosial, website resmi, big data, kecerdasan 

buatan, dan teknologi prediktif secara efektif dan etis. Pembahasan 

diperkuat dengan studi kasus internasional dan nasional yang 

menunjukkan praktik terbaik sekaligus tantangan yang dihadapi 

berbagai negara. Penulis berupaya menyajikan analisis yang tidak 

hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif, sehingga buku ini dapat 
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menjadi panduan praktis bagi aparatur pemerintah, pembuat 

kebijakan, akademisi, dan mahasiswa. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi 

pengembangan e-government yang transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada kepentingan publik, serta mendorong 

terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif di era digital. 

 

Penulis, 

 

 

Dr. Muhammad Fazil, S.Ag., M.Soc.Sc. 

Dr. Maryam, S.Sos., M.S.P. 
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